SKRIPSI

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG UNDANG NO, 38 -

TAHUN 1999 DAN PENERAPANNYA DI KOTA I‘ABM&_‘%‘*— =N

OLEH :

HAINUM MAWADDAH A,
05140215

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA KEMASYARAKATAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

o I ; ] i - ; 'I:é ——
| TONGGAL: 75_0- o4

=T

[ _El"l-:-?:':iﬂ Bl: S0dob 23 [T

= ——




PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38
TAMHUN 1999 DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG
(Hakmrn Mawaddah A, Fakultas Hukuen Universizas Andalas Padang 2009, 1
111, 86 halarman}

ABSTRAK

Upayva pemerinigh dalam  pengoptimalan dana zakar adafall dengan
dikcluarkannya Undang-Undang No38 Tahun 1999, salah satumya menpatur
tenlang pembentukan Badan Amil Zakat di diap tingkat, baik Pusal, Propinsi
maupun tingkat Kebupaten/kote, Begia pule di Kota Padang, maka dibennuklah
BAZDA sebapa badan penpelola dana zakat di Kora Padang,
Dalam sknipsi im membahas tentang beberapa permasalahan vanp berkaitan
dengan 1), Bagsimana cksistensi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padane dalam
pengelolaan dana zakat di Kota Padang 2) Bagaimana pengslolaan zakat di Kota
Fadang ditinjau dari Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat 3) Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang
dalam hal pengelolazn dana zakat di Koda Padang, Tujuan penelitian ini dilakekan
untuk mengetahyi bagnimana cksistensi BAZDA dan bagaimana pula pengelelaan
zakat jika ditinfau dari Undang-Undang Mo 38 Tahun 1999 serta kendala-kendala
vang dibadapi BAZDA selama im.
Dalam penulizan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan pennlis adalah
melalui pendekatan yuridis sosiologis, vaim penelitian hukum yang menggunakan
data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanfurkan dengan data
primer atau data lapangan Untuk penvempumnmaan data-data yang ada maka
penulis melakukan wawancers dengan nara sumber vaity ketna badan pelaksans
BAZDA seria staf pekerja BAZDA
Pembenivkan Dewan Perombangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelakssns
dengan melibatkan unsur wlama, kaum cendikia, tokeh masvarakat, tenaga
profesional dan wakil pemenintab, semakin mengnatkan eksistensi BAZDA Kota
Padang dalam hal pengelolaan dana zakat Dalam hal ini juga BAZDA
membentuk  divisi  yang  dibag kedalam  beptuk  divisi  penpumpulan,
pendayagunaan dan pengembangan serta divisi pendistribusian serta didukung
deppan adamva Mmbauen dari Walikotz Padeny pade tshan 2006, Dapz zakat
vang dulusya tidak mencapai puluhan juta per ahun, sekarang telah mencapai
mAtnsan inta runizh
Diharapkan adanya revisi dan Undang-Undang No38 Tahun 1999, vang
ﬂijm'iikﬂn pavinG Dk o *.".ri'l.:ulgjrdi !H'ﬂ!.'};l_:i]_l,.l‘_l.u_l‘_l kpsepnesn jl',s.rmn_"ri;njﬂ-h Aan
pembentukan Perda oleh pemenntah sctempar sebagai epaya pengoptimalan dana
sabar di K nra l'-"-.q.-i-:m:



BAB I
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Pengelalaan zakat di Indonesia telah dimulai scjak Lslam datang ke Indonesia,
Namun masih bersifat perorangan dan odak tedlembaga. Setelah merdeka
beberapa daerah i Indomesia seperd DRI Jakarta mulsi  mempeloporn
terbentuknye  badan  khusus vang  mepangami  dana  zakat nic Sehingpa
dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Mo pada tanggal 5 Juli 1968 Tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No.5 pada tanggeal
22 Oktober 1968 Tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkal Pusat, Propinsi dan
KabupatenKatamadya '

Hingga saat ini, untuk meningkatkan ekonomi umat, pemerintah perlu
mengefekiifkan kembali pengelolaan zakat ini, Pemcrintah telah mengeluarkan
Undang-Undieng Bl Nomor 3% Tahun 1999 Tentang Peneelolaan Zakat, Setelsh
u ditindak lanjun dengan Keputusan Menteri Agama #1 Nomor $81 Tahun 1999
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 vang diikuti dengan
keluamyva Keputusan Diretur Jendaral Bimbingan Masyarakat 1slam dan Urusan
Hajl MNomor D2%1 Tabun 2004 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
memudian Keputnsan Menten Agama BRI Nomor SBT Tahon 1999 disempurnakan

lags dengan Reputusan Menten Agama Nomor 373 ahun 2003, scmentara di

"D kutip dan tesis Yunirar Peranan BAZ memurut undang-undang no 38 tahun 1999,
program studi ilnw hukem pasce sacjana amversites andalas. hlmAs Makalah Uswstiun Hisonah,
Maryemen Zuko dan Wakal, disampaikan pada Pelatibian Dosen Mutakubiah Pengembangan
kepribadian Pendidikon Agama di Perpuruan Tinggi, Disalenggarakan di Padang, Tanggal 19-21
Tuli 2004, himd



tingkat Kantor Deparemen Agama Propinsi, urusen zakat masuk dalam Bidang
Haji, Lakat dan Wakaf

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sebugh pavung  hukum  dalam
bentuk Undang-Undang dan Keputusan Menteri Agama, nasmun kenvataannya,
pengelelaan zakar oleh Badan Amil Zakat vang dibentuk oleh pemeritah masih
belum menampakan hasil sipnifikan, karena menuroi data statistik pertumbuhan
penduduk di Indonesia tahun 2008 sekitar 228,35 juta jiwa, dan 85 % diantaranva
adalah beragama [slam dan hingga tahun 2007 anpka kemiskinan meningkat
hinggra mencapai 457 juta jiwa.”

Tidak lwin halova di Sumatera Barst khususnva Kota Padang, bahwa
masyarakat cukup sadar akan kewajibannyve membavar zakat. Seperti dalam hasil
penelitian [zharman menunjukkan ada sekitar 0% kesadaran masvarakat unmk
membayar zakar,' mamun unnk pendistribusianmva dilakukan secara langsunge
kepads para mustahi yang berada dilingkungannya vang sifathya untuk menutupi
kebutuhen konsumtif, bukan diserahkan pada badan pengelala zakat yang telah
ditunjuk  sebagi mana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
menyehutkan bahwa: "Penpelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang
dibentk pemerintah™” Sedangkan vang menyerahkan wakatnya ke BAZ, tingkat
LI diam tempat mereka bekerja hanya 12% vaitu untuk tinghat | sebanyak 2%,

tngkat 11 sebanvak 3% dan BAZ tempat mercka bekerja schanyvak 7% sedangkan

" Sumber: http://203.130.242,190//artikel /53862 shtml
Yurmar e O Rl T
" Lihal Peratusan Perpndan p-undang Momir 3% tnhun 1999 Tentang Penoelolaan #aka



vang menyverabkan ke Mespd/Mlusallah 28% sme selebihmva didistnbusikan
sendiri ’

felas adanva indikasi pengelolaan dan pendistribusian zakat vang belum
optmal terlihat dari masyvarakal wvang terkadang belum bepitu menvadan
pentimpnya lembaga am, Tidak sedikat wapib zakat yang menulih langsung
membenkan dana zakamya kepada fakir miskin, sehingga biss melahirkan
ketergantungan mustahig vang loar bissg pada muzakki. kelompok mustahio
hanya akan tetap jadi konsumen tanpa ada kemungkinan akan jadi muzzaki pada
suatu saat sebab yang mereka peroleh lebih bersifat konsumtif bukan produkiit

Lain halnya pika zakat, infag dan sadagah ditangani secara profesional dan
proporsional, Artinya pembenan zakat pada mustahiq bukan hanya sebatas materi
vang dibenikan, akan tetapi juga diberikan pembekalan pemanfaatan zakat sccam
praoduktif. metode kewirausahaan dan materi lainnya yang dianggap relevan
dengan penerima. Jika hal ini dilakukss, maka potensi zakat akan lebih bisa
diberdayakan, materi yang terkumpul akan bisa dijadikan sebagi modal usaha bam
penerima, sehingpa dibarapkan suatn saat mustahiq bisa berubah status menjadi
muzakki,

Persoalan lain, disatu sisi mayontas umat Islam sukar menenfukan sikap,
apakah g scorang muzakki atay mustahig, sekalipun dalam ayat Al-Churan
dimvarakan kalaw orang vane berbak menerima zakat adalah ormng vang masuk
katepori asnal’ delapan, onamun dalam prakicknva masth ditemoi sepumiah

persoalan mmsalnva kenvatasn adanya penerimaan zakat secara bemumpuk pada

Y unima, Loy



st qneng. Dan disist lain masih ada beberapa kelemahan dar Undasg-Undang
Mo 3E Tahun 1999 vang khusus memayungs masalah zakar ini

Sebagm contoh Undang-Undang ini hanva mengatur sebatas pengelolaan
zakat semata Sedangkan persoalan vang lebih esensial yaitu bapaimana
mendapatkan vang dikelola bak ite vang termasuk wiagih zakat, ukuran misab dan
hatasan wakiu atau haul tidak dibahas secara rinei, seperti hanva discrahkan saja
kepada persoalan khilafiah atau perbedaan di kalangan umat.

Supermasi pemerintah sclake penguasa dan penyelenppara negara vang
memiliki dayva paksa jupa tidak terlihat sama sekali, Bahkan di dalam Pasal 12
Undang-Undang ini disebutkan, pefugas akan mengamhil zakat hila diberitalin
oleh muweakki, Tidak adanya pengaturan akan sanksi sangat jelas menunjukkan
tidak adanya daya paksa untuk mengambil zakat dan muzakki serta tidak
menunjukkan bahwa seorang muzakks wajib membavarkan zakatova melalur
Hadan Amil Zakat vang telah dibentuk oleh Negara.

Hal diatas mengakibatkan Badan Amil Zakat odak dapat mengetahui dengan
Jelas siapa saja vang dikenal wajib zakat dan mustahiq yang berhak menerima
pervaluran dana zakat, Tidak terfutup kemunpkinan ketika penyvaluran zakat yvang
ditakuken secars pribadi oleh seorang muozakki terhadan mustahiq mengakibatkan
akan  timbulnya  penvaluran genda yang mana  seorang  mustahig selain
mendapatkan zakat sccara langsung dan muzakkl dan juea mendapatkan dana
penvaluran zakal vang diperoleh dan Badan Amil Zakat.

Selam keterbatasan dalam hal pengaturan perundangannya, juga dan pihak

muzakke sendin nidak dapat dipersalahkan secara penuh atas kurangnyva kesadarin



dalam hal pembayaran zakat melalu Badan Amit Zakar Fal e disebabkan
kurangnya pengetahuan akibat Kurangnya sosialisast dari pemeriniagh skan Badan
Amil Zakat itw sendin sekalipun telah ada Undang-Undang vang mengatuenva,
hurangnya komunikast antar masvarakal denpan Badan Amil Zakar ini juga
mengakibatkan kurangnya rasa kepercavaan yang diberikan oleh masyarakat
karena  odak  adanya tansparansi yang  jelas  dalam  pengelolaan  dan
pendistribusian dina zaket vange disalurkan melald Badan Amil Zakat,

Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendesknipsikan  penpaturan  tentang
pengelolaan zakat oleh Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat khususnya penerapannya ditenpab-tengah masyarakat Kota Padang. Dalam
hal im sengaja lebih di titik beratkan pada badan pengelols dan muzakki,
menpgingat karena kedua elemen ini berkaitan erat dalam hal penvaluran dan
pengelelaan dana zakat yang diikut dengan belum adanya pengaturan vang jelas
vang mengatur sanksi lerhadap seorang wajib zakat yvang belum sadar akan

kewajtbannya membayar zakar.

B. Perumusan masalah
Herdasarkan latar belakeng diates penelitian ini aken dibatasi pada tiga hal
pokok, vaitu
|- Bagamang eksistenst Badan Amél Zakat Daerah Kota Padang dalam
penpefolaan dana zakat di Kola Padang
2 Bagaimana pengelolaan zakar i kot Padang diinjau dan Undang-

Lindang No 38 Tahun 1999 entang Peneelolaan Zakar,

N



BAB 111

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KOTA
PADANG

A. Eksistensi Badan Amil Zakst Dacrah Koia Padang Dalam Hal

Pengelolaan Dana Zakat.

I. Latar belakang dan scjarah berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Kota
Fadane,

Berdirinya Badan Amil Zakat Dacrah (BAZDA) kota Padang tidak ferlepas
dan sgjarah berdinnva BAZDA Provinsi Sumatera Barat, Sebelu lahirnva
BAZDA Provinsi Sumatera Barat, di Kota Padang sudah ada lembaga yang
mengelola Zakat Infak Sadagah (715), yain Yayvasan Dana Sosial Islam (YDSH
Provinst Sumatera Barat. Yayvasan ini lahir pada tahun 1973 Namun seiring
dengan adanya Keputusan Bersama Mesteri Dalam Megen dan Menter Apama
Nomor 29 tahun 1941 dan MNomor 47 Tahun 1991, kegiatan  penyaluran,
pemantaatan zakat, infak dan sedekah yang sejak tahun 1973 dilakukan oleh
¥ ST Sumater Barat, selanjumya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, Infak dan
sadagah (BAZIS) Provins Sumatera Barat,

Sesuai dengan kepotusan Bersama tersebut, maka di kota Padang didinkan
BAZIS wntuk mempermudal dalam pengumpulan dana zakal Dengan deirikian
ditingkat Provinsi maupun tingkar Kabupaten/Kota diganti nama dengan Badan
Amil Zakar (BAZ). Seiring dengan era olonomi daeral (UL No. 22 tabun 19499,

maka bobungan BAZDA Provins Sumaters Bara denpan BAZDA vany ada di

Py
Led



kabupaten dan Kota di Sumatera Barat bersifiet koordinatif, kossultatel dan
informmatif™
Pada tanggal 3 april 200220 Mubarram 1423 H, berdasarken UL Noo3s
Tahun 1999 sehagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat |, yaitu pengelolaan zakar
dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, Dan
berdasarkan Eeputusan Menter Agama B Nomor 581 Tabun 1999 vang teiah
diubal denpan keputusan Menag No. 373 Tabus 2003 Tentang Pelaksanaan UL
No.38 Tentang Pengelolaan Zakat, maka dibentuk Badan Amil Zakat kota Padang
oleh Walikota Padang Drs. H. Zuiven Rais MS dengan SE. NO. 51 Tabun 2002
sebagal penggant dari BAZIZ Kota Padang,
Yang menjadi dasar hukum BAZDA Kota Padang:
a). Al-Qur’an dan Hadis1,
k). Undang-Undang Dazar Republik Indonesia Pasal 29 avat 2
ch. Undang-Lindangan MNo. 38 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan [Dircktoral Jendral
Bimbingan Masyarakat 1slam dan [Unisan Haji nomer D-29 tahun 2000
temang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakar,
d). Sk Walikota NCL 51 Tahun 2002 wentang pergantian BAZLZ menjadi

BALDA Fota Padang.

Perkembangan BAZ semakm memngkat dari ahon kelabon Dan sep

sastalisast, pada tahun 2002 telah dilakukan sosialisasi kepemerntah sebanvak 158

" Maiqus Nasir, Ketun Badan Pelabsane DAZDA, wawancara, Padang 6 Januari 2007



BAB IV

PFENUTLP

A. KESIMPULAN

Beranjak dari permasalahan vang dipaparkan dalam bab pertama dan melalu

penelitian peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur untuk melengkapi

data mengenai pokok masalah, maka penulis sampai pada kesimpulan berikut

1.

I

Pembentukan Dewan Pertimbangan | Komisi Pengawasan dan Badan
Pelaksana dengan melibatkan unsur ulama, kaum cendikia, tokoh
masvarakat, tenaga profesional danm  wakil pemerintah, scmakin
menguatkan cksistenst BAZDA Koma Padang dalam hal penpelolaan dana
zakat.  Selain ity cksistensi BAZDA Kota Padang mengalami
perkembangan yang signifikan sejak adanva himbavan dari Wali Kota
Padang pada tshun 2006, Dana zakal vang dulunys hanya berkisar
puluban juta sekarang telah mencapai ratusan juta, hal ini menunjuklkan
bahwa peran pemerintah sangat dibutubkan dalam penpoptimalan dana
zakat, BAZDA juga telab mengoptimalkan dana zakat dalam bentuk
bantuan vang bersifat produktif tidak konsumti semata. Hal ini diharapkan
Agar suatu saat posisi mustahiq bisa berubah menjadi seorang muzakki.

Jika ditinjau dan UL No.38 Tahun 1999, pengelolaan dana zakat di Kota
Padang masih belurn optimal. Selain  permasalaban  vang memang
ditimbulkan oleh Undang-Undang itu sendin, karena belum adanya

pengaturan tentang sankst vang jelas bam muozakki vang tdak mau

45



membavar zakat sehingga mengakibatkan tidak optimaloya pengumpulan
dana zakat. Selain i, sekalipun telah dituangkan dalam Pasal 12 ayas (3)
Kepdifjen Bimas [slam dan Urosan Haji Nomor /291 Tahun 2000
tentang standardisast bukti setoran zakat yang dapat mengurangi beban
pajak sesual Pasal 14 avat {3) UL No 38/1999 dan pasal 16 Kedirjen
Bimas lslam Dan Urusan Haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 Tentang
Pedoman Tekmis Penpelolaan Zakar BAZDA sendini belum mampu
mengeluarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud schinpga pernbayaran
zakat melalui BAZDA tidek depat memberikan potongan bagi para
muzakki vang sekaligus sebagai wajib pajak.

. Banyaknya kendala-kendala yang dialami BAZDA baik ity secara internal
maupun ekstemal mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan dana
zakat khususnya dalam hal pendataan muzakki dan pendistribusian dana
zakat Unit pengumpulan zakat, kerjasama dengan LAZ dan instansi
terkait balk swasta maupun milik pemerintah  diharapkan  dapa
mempermudah kinega BAZDA Kota Padang  ternvata tidok begalan
optimal. Serta kepercavaan masyarakat vang belum terbentuk terhadap
lembaga imi juga mempengaruhi kinerja BAZDA Kota Padang dalam hal

penpelolaan dana zakat,

i



